PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR :07/ KEP/172.1-DPRD /2025

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN SIDANG KEDUA

MASA PERSIDANGAN KESATU PERIODE JABATAN 2024-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dinayatakan bahwa masa reses
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
kali reses;

bahwa Masa Reses adalah periode waktu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah berada diluar masa sidang dan
diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-
masing guna menjaring, menampung, serta menindaklanjuti
aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat sebagai
perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis kepada
konstituennya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Jadwal dan
Kegiatan Reses Tahun Sidang Kedua Masa Persidangan
Pertama yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); _

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67357);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Raykat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2025 Nomor 10);

20. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi tahun
2024 Nomor 56).

: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD

Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.

2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 15
Oktober 2025

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi Tanggal 15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN JADWAL
DAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN SIDANG KEDUA MASA
PERSIDANGAN KESATU PERIODE JABATAN 2024-2029.

Jadwal dan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Bekasi Tahun
Sidang Kedua Masa Persidangan Kesatu, sebagaimana
terlampir.

Jadwal Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilaksanakan selama 4 (Empat) hari kalender yaitu pada tanggal
01, 03, 04 dan 05 November 2025.

Kegiatan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang
bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai
bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pedoman pelaksanaan kegiatan Reses Tahun Sidang Kedua
Masa Persidangan Kesatu, sebagaimana terlampir.

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA
dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bekasi. _

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : /L Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA,
<

ADE SUKRON



